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WALIKOTA SERANG

PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HARK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN ( BPHTB )KOTA SERANC.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang,
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WALIKOTA SERANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan
Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentany, Pag
Dacrah, perlu ditetapkan Peraturan Walikota  Serany
tentang Sistem: dan Prosedur Pemungutan

I lak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTTE).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kot
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
47, Tambahan Lembaran Nega

Nomor

Indonesia Nomor

Undang-Undang,
Perbendaharaan
Indonesia Tahun

Undang-undany,

Pembentukan  Perundang-undangan  (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

4280)
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Nomor Fahun 2004 tentane

Negara  (Lembaran N

TAara i\‘\","\il‘m

Vid & o)
1

|
I

2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1335,

Nomor 10 [ahun

I .embaran Negara RIE Nomor 4389);

It

2004 tenta

Undang-Undang  Nomor 15 Lahun 2004 tenta
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jowab hewane
Negara (Lembaran Negara RE- Tahun 2004 Nomor o

[ambahan Lembaran Negara R Nomor HOU),

Undang-Undang,

Pemerintahan

Indonesia Tahun

Nomor 32 Tahun

Dacrah  (FLembaran Neg,

2004 Nomor 125, Tamba

Negara Republik Indonesio Nomor o
telah diubah dengan  Undang-undang N
2005 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Penggant

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

Undang-undang,
Pemerintahan Dacrah Menjadi Undang-undang (I embaran

Negara

Republik

Nomor 32 [ahun

Indonesia lahun 2000

Negar.

Fambahan

1

2004 et

ara  Reoubh
Ban T embaran
boselbaeannan
ymor 8 fahun
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lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nowios

1548);

0. Undang-Undang, ...
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Undang-Undang  Nomor 32 Tahun = 2007 tentang
Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran
Negara  Republik - Indonesia Tahun 2007 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1748);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Poraturan Pemerintah Nomor 538 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan  Dacrah (Lembaran - Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan
[ embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Dacrah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008
tentang  Pokok-pokok  Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Dacrah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Dacrah Kota Serang Nomor 0);

Peraturan Dacrah Kota Serang Nomor 4+ Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kota: Serang (Lembaran
Dacrah Kota Scrang fahun 2008 Nomor 7, lambahan
[ embaran Dacrah Kota Serany, Tahun 2008 Nomor 7).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2000
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah
sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan NMenteri
Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2007 tentang, Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahy;

Peraturan Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Tata  Cara  Penatausahaan  dan Penvusuan  Laporan
Pertanggungjowaban Bendahara Serta Penyampainnya.

MEMUTUSKAN :

SISTEM  DAN  PROSEDUR PEMUNGUTAN  BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(BPHTB ) KOTA SERANG

BADB |
TUAN UMUM

KETE

Pasal 1

Dalam peraturan ini vang dimaksud dengan:

1. Dinas Pengelolaan Keuangan Dacrah vang selanjutnva disingkat DPKD
adalah DPKD Kota Serang;

1

S

Kantor Badan Pertanahan Nasional adalah Kantor BPN Serang;

Bea Perolehan ok atas Tanah dan Bancunan vang sclanjutnva disingkat

BPHITB adalah pajak vang dikenakan atas perolehan hak atas tanalh dan/ atau

bangunan;

; ,
[ Perolehian ]
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Porolchan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum vang, mengakibatkan diperolehnva hak atas tanah dan/atau

bangunan oleh orang pribadiatau Badan;

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan diatasnva, sebagaimana dimaksud dalam

undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan;

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembavar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, vany mempunvai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan - peraturan perundang-undangan

perpajakan daerahy;

Badan adalah sekunipulan orang dan/atau modal vang, merupakan kesatuan
baik vane melakukan usaha maupun vang, tidak melakukan usaha vang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnva, badan
usaha milik negara (BUNIN), atau badan usaha milik dacrah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persckutuan, perkumpulan,  vavasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnva, fembaea dan bentuk badan lainnva termasuk

kontrak investasi kolektit dan bentuk usaha tetap,

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelany, adalah pihak vang berwenang,
mencerbitkan Akta Pemindahan THak atas Tanah dan/atau Bangunan;

Bendahara Pencrimaan adalah pejabat fungsional vang  ditunjuk untuk
menerima, menvimpan, menvetorkan, Mmenatausahakan, dan
mempertanggungjavcabkan uang pendapatan tang pendapatan dacrah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD;

Bendahara Pencrimaan Pembanta adalah pejabat tungsional vang ditunjuk
untuh menerima,  menvimpan,  menyetorkan, menatausahakan,  dan
mempertanggungjowabkan  uane  pendapaton docrah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD;

Bank atau Tempat lain vang ditunjuk adalalhy pihak ketiga vang menerima
pembavaran BPHTB terutang dari Wajib Pajok;

]

Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan adalah
dokumen  vang  menvatakan teleh tecjadinva pemindahan hak atas
kepemilikan tanalhy dan/atau bangunan, Dokumen ini dapat berupa surat
perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris,dan lain-lain vang
memiliki kekuatan hukom; '
Surat Setoran Pajak Dacrah untuk BPHTEB, vang selanjutnva disingkat SSPD
BPHIB, adalah surat vang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan
pembavaran atau penvetoran pajal terutang ke Kas Daerah atau tempat lain
vang ditetapkan oleh Kepala Dacrah dan sckalipus untuk melaporkan data
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;

Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Banguanan adalah dokumen
legal penctapan pemindahan hok ates tanch dan/ataa baneunan dari satu
pihak ke pihak lam;

!

Pemuneutan adalah suate rongKRaion keciatan malat dart penghinypunan data
| | 1 1 . - . . : .
objeh dan subves paiak, penentuan besarnva pajak vang terutang sampai

kegiatan  penagihan pajak kepada Waith o Pajak serta pengawasan

16, Satuan ... )lf ........

pvn\'vtmu\nn\'a;



19.

20.

Satuan Kerja Perangkat Dacrah Pemungut, vang selanjutnva disingkat SKPD
Pemungut adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Dacrah Kota Serang vang
selanjutnva disingkat DPKD vang, diberi kewenangan untuk memungut Pajak
Dacrah ;

Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah vany selanjutnva disingkat SPTPD adalah
surat vang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembavaran pajak, obvek pajak dan/atau bukan obvek pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sestal dengan kelentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan dacraly;

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, vany, selanjutnyva disingkat SPPT adalah
surat vang digunakan antuk memberitahukan besarnva pajak bumi - dan
bangunan perdesaan dan perkotaan vang terutany, kepada wajib pajak;

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kuranyg DBavar vang colanjutnva  disinegkat
} | § Vang J ) &
SKPDKB adalah surat ketetapan pajak vanyg menentukan besarnva jumlah
Pt : & ;
pokok pajak vang terutang, jumlah kredit, jumlah kekurangan pcmbayaran
pokok pajak, besarnva sankst administras dan jumlah pajok vang masih harus
dibavar,

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bavar Fambahan vang sclanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak vang menentukan tambahan
atas jumlah pajak vang ditetapkan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHIB mencakup seluruh rangkaian
proses  vang  harus  dilakukan dalom meacrima, menatausahakan, dan
melaporkan penerimaan BPETTD.

Prosedur sebagaimana dimaksud pada avac gy meliputi

a. Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau
bangunan;

b. Proscdur pembavaran BPETE;

¢. Prosedur penclitian Surat Setoran Pajak Dacrah BPHTB (S5PD BPHTB);

d. Prosedur pendattaran akta pemindahan hak atas tanah  dan/atau
bangunan;

¢ Prosedur pelaporan BPHTE;

. Prosedur penagihan;

o Prosedur pengurangan,

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud pada avat (2) hurut a adalah prosedur penviapan
rancangan akla pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan s‘ul-\'aliqus
penghitungan besar BPHITB terutang,. ‘

Proscedur pembavaran sebagaimana dimaksud pada avat (2) hurut b adalah

prosedur pembavaran pajak terutang vang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan
menggunakan SSPD BPHTB.

Prosedur penclition sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf ¢ adalah

prosedur veritikasi vang dila

7 Lukan SKPPKD atas kebenaran dan kelengkapan
SSPD BPHTE dan dekumen pendukungnva,

(0) Proseduar
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Prosedur pendaftaran sebagimana dimaksud pada avat (2) huruf d adalah
prosedur  pendattaran akta ke Kepala Kantor Bidang  Pertanahan  dan
penerbitan akta oleh PPAT,

Prosedur pelaporan sebagimana dimaksud pada avat (2) huruf ¢ adalah
proscdur pelaporan realisasi penerimaan BPHITE dan akta pemindahan hak.

Prosedur penctapan sebagaimana dimaksud pada avat (2) hurat £ adalah
prosedur penctapan Sural Fagihan Pajak Dacrah BPHTB,
SKPDKB/SKPDKBT, dan surat teguran vang dilakukan oleh Satuan Kerja
Peneclola Keuangan Dacrah (SKPKD),

Prosedur penctapan Surat Keputusan Pengurangan sebagimana dimaksud
pada avat (2) hurut ¢ adalah prosedur penctapan persetujuan atau penolakan

i)

atas pengajuan pengurangan BPETTB vang, diajukan.
< () ) ¢

Pasal 3

Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagimana dimaksud dalam pasal
2, SKPKD harus mempersiapkan tungsi vang, dibutuhkan, meliputi -

a. Fungst pelavanan,

b. Fungsi data dan informasi;

c. Pungsi pembukuan dan pelaporan

Fungsi pelavanan sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurut a bertueas
melakukan interaksi dengan wajib pajak datam tahapan-tahapan pemungutan
BPITIB seperti dalam proses penelition SSPPD - dan proses pengurangan

BPHTE.

Fungsi data dan intormasi scbagaimana dimaksud pada avat (1) hurut b
bertugas untuk mengelola database terkait objek pajak.

Fungsi pembukuan dan pelaporan dimaksud pada avat (1) huraf ¢ bertugas

untuk menviapkan Laporan Realisast Pencerimaan BPHTB berdasarkan data
dan laporan dari pihak-pihak lain vane ditunjuk.

BAB 1]
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Kesatu

Pengurusan Akta Pemindahan Halk Atas Tanah dan/atau Bangunan
Pasal 4

Wajib pajak mengurus akta pemindahan hak atas tanoh dan/atau bangunan
melalut Pejabat Pembuat Akta Tanaly (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai

C
peraturan perundangan.

o] IS TN | i | . : =
Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabar [elang melakakan penelitian atas
objek pajak vang haknva dialihkan.

I) 15&}1 .7

Wajib pajak menghitung dan mengisi SSPD BPHTB vange distapkan oleh

Pejabat Pernbuat Akt Tanal (I

)

Al
Fata cara pengurusan akla pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan
tercantum dalan lampiran I Peraturan ing

Bacian Kedua
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Bagian Kedua
Pembayaran BPHTD
Pasal 6

Wajib pajak melakukan pembavaran BPITIB terutang menggunakan SSPD
BPHTB.

Pembavaran sebagimana dimaksud pada avat (1) dilakukan oleh waijib pajak
melalui Bank atau tempat lain vang ditunjuk atau Bendahara Penerimaan

pada SKPD Pemungut.

lata cara pembavaran BPHITE oleh wajib pajak tercantum dalam lampiran [l

Peraturan ini.

Bagian ketiga
Penelitian SSPD BPHTB
Pasal 7
Sctiap pembavaran BPHTB wajib diteliti oleh fungsi pelavanan.

Penelitian sebagaimana dimaksud padaavat (1) meliputi:
a. Kebenaran informasi vang tercantum dalam SsPD BPH ['B;
b. Kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPH IB.

Penclition sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat dilakukan dengan

pemeriksaan lapangan.

Tata cara penclition SSPD BPEITE aleh wajih pajel tercantum dalam lampiran
I Peraturan .

Bagian Keempat
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak
PPasal 8

Wajib  pajak  melakukan  pendaftaran hakatas tanah atau pendattaran
pemindahan hak atas tanah kepada Kantor BPN.

SKPD pemungut dapat melakukan Kerjasama dengan Kantor BPN- dalam
rangka pendattaran Pemindahan Flok.

lata cara pendaftaran akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1V
Peraturan int.

Bagian Kelima
Pelaporan BPHTTB
Pasal
Pelaporan BPHTE dilaksanakan oleh tungsi pembukuan dan pelaporan.

Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi
penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Dacrah (PAD).

Pasal 10 ..
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Pasal 10

Fungsi pembukuan dan pelaporan men viapkan faporan BPHITB berdasarkan
dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau

PPAT.

FFungsi pembukuan dan pe laporan menerima laporan penerimaann BPHITB
dari Bank vang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan ' paling lambat pada tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnva.

Fungsi pembukuan dan pelaporan men rima laporan pembuatan akta
}nmlulmn hak atas tanah dan/atau bangunan dari Pejabat Pembuat Akta
Fanah paling lama pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

[ata cara pelaporan Akta tercantum datam lampiran V Peraturan ni.

Bagian keeram
Prosedur Penagihan BPHTB
Pasal 11

Proscdur penagihan dilakukan untek menagih BPEHTB terutany vang belum
dibavar olch wajib pajak,

Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan

IR LS|

melalui penctapan Surat Tagihan Pajel Dacrah ((STPD) dan/atau Surat
Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bavar (SKPDKDB) BPHITB dan/atau Surat
Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bavar Fambahan (SKPDKBT) BPHTB.

SIPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada avat (2) dapat diikuti
dengan surat teguran dan/atau surat paksa.

Fata cara pendat fraran Akta tercantum dalom lampiran VI Peraturan mni.

Bagian Ketujuh
Prosedur Pengurangan BPHTDB
Pasal 12
Pengurangan BPHIB diajukan dan disampaikan Kepada fungsi pelavanan
untuk mtcl‘li.
Pengurangan BPHTTB sebagaimana dimassad pada avat (1) dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fata cara pengurangan BPHTD tercantum Calam lampiran VI Peraturan ini.

BAB IV
FASTLITASI
Pasal 13

Nepaia SKPD j,wmun;gut mueiakukan tasilitas }wi Iksanaan Peraturan mi.

Fasilitasi sebhagaimana dimaksud pada aval (n mencakup
mengkoordinasikan, menvempurnakar lampiran-lampiran sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosia isasi, SUPCIvVIs dan

bimbingan teknis serta memberikan asistenst untuk kelancaran penerapan
Peraturan Walikota int.
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Pasal 14
lang ka waktu penvelesaian fungsi pelavanan BPHITE akan diatur lebih lanjut
denvon Keputusan Walikota.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

)

Avar sctiap orang meneetahuinya, memerintahkan pencundangan Peraturan
. @] O P hl te)

Walikota i dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kota Serang,.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 3 Januari 2011

WALIKOTA SERANG,

BUNYAMIN
Diundanekan di Serang
pada tinveal 4 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
K- RANG,

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2011
NOMOR 6
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Lampiran |. Keputusan Walikota Serang

Nomor :
Tanggal:
Prosedur Pengurusan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
Uraian Wajib Pajak Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Kantor Bidang
Selaku Penerima Hak Pertanahan
. ; : Meng leh Dokumen Terkait
1. Wajib pajak penerima hak mengurus perolehan hak hai"at:rsu;::;odea:n p:,;fh:':, ,:a'kita,
atas tanah dan atau bangunan ke PPAT dengan R ———. Tanah dan Bangunan
menyerahkan dokumen terkait perolehan hak atas tanah \—/——
dan atau bangunan v
Memeriksa data terkait
2. PPAT menerima dokumen perolehan hak dari Wajib objek pajak ke Kepala ¢
Pajak. PPAT kemudian memeriksa data mengenai objek e
pajak ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan : Menyediakan Data yang
dibutuhkan PPAT terkait
i i pemerlksaan objek pajak
3.Kepa|.a Kantor Bidang Pertanahan menyediakan data P —
yang dibutuhkan oleh PPAT terkait pemeriksaan objek Pemindahan Hak Atas I
pajak Tanah dan/atau
’ Bangunan
4,PPAT menyusun draft Akta Pemindahan Hak Atas *
Tanah dan/atau Bangunan. Oraft Akta
Penyediaan Formulir Pemindahan Hak atas
5, PPAT kemudian menyimpan Draft Akta Pemindahan S8PD~BRHTS Tanah dan/atau I
Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan ~
6. Berdasarkan prosedur yang berjalan, PPAT menerima v Menghitung BPHTB
formulir SSPD-BPHTB dari Dinas Pengelolaan Keuangan Form SSPD-BPHTB (6 terutang, menyiapkan SSPD-
Daerah Lembar) BPHTB & menandatangai
SSPD-BPHTB
7. PPAT menghitung BPHTB terutang, menylapkan SSPD- ;
BPHTB.
8 WP bersama-sama dengan PPAT kemudian
menandatangani SSPD-BPHTB Llembhar 4 < WP dan PPAT
lamhar 5 [f tanda tangan
Lembar 6 Lembar 6
SSPD BPHTB SSPD BPHTB
Serang,

WALIKOTA SERANG

BUNYAMIN y



Lampiran Il. Keputusan Walikota Serang

Nomor :
Tanggal :
[_ CONTOH PETUNIUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB (dibalik SPSPD BPHTB)
[ INJUK {SIAN PHTB
. Formulir ini terdiri dari 6 (enam) lembar. Lembar pertama diterima wajib pajak (WP) sebagai bukti pembayaran; lembar kedua diterima PPAT, lembar

ketiga diterima Kepala Kantor Bidang Pertanahan Kabupaten/ Kota; Lembar keempat diterima fungsi pelayanan melalui Wajib Pajak (WP); Lembar
kelima diterima Bank yang ditunjuk; dan lembar keenam diterima Beendahara Penerimaan.

. Isilah SSPD BPHTB ini dengan huruf cetak capital atau diketik.

L] Gunakan satu SSPD BPHTB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak atasa tanah dan/ atau bangunan.

. Formulir ini juga dapat digunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan atau peng ketidakbenaran penghitungan WP.

CARA PENGISIAN:
Dinas pendapatran daerah, diisi dengan Dinas Pendapatan Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan.
HURUF A Diisi dengan data WP

Angka 1 s.d angka 8 cukup jelas
HURUF B Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Angka 1 Diisi dengan Nomor Wajib Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPT PBB atas tanah dan atau
bangunan yang bersangkutan.

Angka 2 s.d angka 6 Diisi denagn letak tanah dan/ atau bangunan yang haknya diperoleh.

Angka 7 s.d angka 13 Merupakan tabel untuk penghitungan NJOP PBB atas tanah dan/ atau bangunan yang haknya
diperoleh pada kolom 9 dan 10 agar disebutkan tahun SPPT PBB saat terjadinya perolehan. Dalam
hal NJOP PBB belum ditetapkan / belum ada SPPT PBB angka 9 dan angka 10 diisi berdasarkan surat
keterangan NJOP PBB yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB/ KPP Pratama yang

ilayah kerjanya meliputi letak tanah dan bangunan atas permohonan WP.

Angka 14 Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/ harga transaksi yang tercaantum dalam risalah lelang/ nilai
pasar objek tersebut.

Angka 15 Diisi dengan kode jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai berikut:

Jenis t;e;:le hian Kode lenis Perolehan Hak Fode Jenis Perolehan Hak Kode
» Pemindahan e Pemasukan dalam perseroan/ badan hokum 06 e Pemekaran usaha 12
Hak 01 lainnya e Hadiah 13
»  Jual Beli 02 Pemisahan yang gakibatkan peralihan o7 e Perolehan hak rumah sederhana sehat 14
»  Tukar Menukar a3 e Penunjukan pemberi dalam lelang dan RSS melalui KPR bersubsidi
#  Hibah 04 Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 08 e Pemberian hak baru
»  Hibah Wasiat 1) kekuatan hukum tetap 09 e Pemberian hak baru sebagai kelanjutan 15
»  Waris e Penggabungan usaha pelepasan hak 16
Petebaran usaha :‘; e Pemberian hak baru diluar pelepasan hak -
*) Dalam hal perolehan hak rumah sederhana sehat (Rs. Sehat/RSH) sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pemukiman san
Prasarana Wilayah No. 24/KPTS/M/2003 tentang pengadaan perumahan dan pemukiman dengan dukungan fasilitas subsidi
perumahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prsarana Wilayah No. 20/KPTS/M/2004 dan
rumah susun sederhana yang dolakukan melalui kredit pemilikan rumah bersubsidi (KPR Bersubsidi) yang pembangunannya
gacu pada per M i Pekerjaan Umum No. 60/PRT/1992 tentang persyaratan teknis pembangunan rumah susun.
Angka 16 diisi dengan nomor sertifikat atas tanha dan atau bangunan bersangkutan.
HURUF C Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh WP.

Dalam hal SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STPD BPHTB/SKPDB kurang bayar tambahan sebaagaimana huruf D.b atau

berdasarkan huruf D.b maka huruf C tidak periu diisi.

Angka 1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NJOP) diisi dengan mempertimbangkan NJOP PBB dan harga transaksi/ nilai pasar
objek pajak. Dalam hal harga transaksi/ nilai pasar objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB
gunakan NJOP PBB sebagai dasar peerhitungan.

Angka 2 Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKP untuk Kabupaten/ Kota yang bersangkutan, yang ditetapkan Kepala
Daerah (Informasi mengenai besarnya NPOPTKP dapat diperoleh melalui Dinas Pendapatan Daerah p

Angka 3 Cukup jelas

Angka 4 Diisi dengan hasil perkalian antara NPOPTKP (angka 3) dengan tarif pajak sebesar 5% (Sesuai Pasal ..... Perda
No...Tahun........ )

HURUF D diisi dengan member tanda “X" pada kotak yang sesuai dengan dasar seorang WP melakukan setoran pajak.
Huruf a. Jika setoran akan dilakukan sebagaimana huruf C
Huruf b. jika setoran dilakukan tidak menggunakan perhitungan di huruf C, tetapi menggunakan surat tagihan pajak

daerah BPHTB (STPD BPHTB), surat ketetapan pajak daerah BPHTB kurang bayar (SKPDB kurang bayar), atau surat
ketetapan pajak daerah BPHTB kurang bayar tambahan (SKPDB kurang bayar tambahan)

Huruf . Jika WP memenihi syarat tertentu untuk mendapatkan pengurangan dari jumlah yang seharusnya ada di huruf c.
diisi dengan prosentase sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Huruf d. Jika terdapat dasar/ ketentuan lain selain huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d seperti setoran berdasarkan

SKPDB pembetulan/ SKPDB Keberatan/ Putusan Banding/ Putusan lain yang menyebabkan jumlah pajak yang
harus dibayar berbeda dengan yang tertera di HURUF C.

BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperhatikan HURUF C-4 dan pilihan pada HURUF D.

. Jika D-a dipilih, maka setoran menggunakan C4
o Jika D-b dipifih, maka jumiah setoran sejumiah nilai yang dinyatakan di D-b
. Jika D dipilih, maka jumlah setoran menggunakan C-4 dikalikan dengan prosentase yang dinyatakan di D-c

o Jika D-b dipilih, maka jumiah setoran sejumlah nilai yang dinyatakan di D-b
Jumlah setoran tersebut diisi dengan angka (dalam kotak) dan huruf {pada bagian yang diarsir).

Catatan: Datam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetap mengisi SSPD BPHTB dengan memberikan keterangan “NIHIL” pada

bagian JUMLAH SETORAN SSPD BPHTB nilai cukup diketahui oleh PPAT/ Notaris dengan menandatangani kolom yang telah disediakan (WP
tidak periu ke Bank yang ditunjuk/ bendahara penerimaan).

Spesifikasi teknis: pencetakan formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB rangkap 6 (enam) menggunakan kertas tipis
carbonized warna putih denagn ukuran folio (21,5 x 33 cm).
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Lampiran Ill. Keputusan Walikota Serang

Nomor
Tanggal :

Prosedur Pembayaran BPHTB oleh Penerima Hak Tanah dan/atau Bangunan

Uraian

Wajib Pajak
Selaku Penerima Hak

Bank Yang Ditunjuk / Bendahara Penerimaan

1. Berdasarkan prosedur pengurusan akta
pemindahan hak, maka Wajib Pajak
menerima SSPD-BPHTB dari PPAT.

2.  Wajib pajak membayar BPHTB terutang dan
menyerahkan SSPD-BPHTB kepada Bank
yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan.

3. Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan
menerima pembayaran, menandatangani
SSPD-BPHTB lembar 5 dan 6, dan
menyerahkan SSPD-BPHTB lembar 1,2,3, dan
4 kepada wajib pajak

4, Wajib pajak menerima SSPD-BPHTB lembar
1,2,3,dan 4

5. Wajib Pajak kemudian  mengajukan
permohonan penelitian SSPD-BPHTB kepada
fungsi pelayanan.

Dari prosedur 1
(Prosedur Pengurusan
Akta Pemindahan Hak)

Lembar 6
SSPD-
BPHTB

Mr-i-

Membayar
BPHTB

A

| Lembar 4

e

y

Menyamplkan permohonan
penelitian SSPD-BPHTB
ke DPPKAD

I
Lembar 4

v

SSPD-
BPHTB

|| Lembar 6

Menerima Pembayaran
BPHTB &
Menandatangani
SSPD-BPHTB

Lembar 1

Lembar 6
SSPD- BPHTB

Selanjutnya digunakan
Dalam proses pelaporan

SSPN-RPHTR

}

Serang,
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Lampiran IV. Keputusan Walikota Serang
Nomor
Tanggal

Penelitian SSPD - BPHTB

Wajib Pajak
Selaku Penerima Hak

Kepala Kantor Bidang

Uraian
Pertanahan

Pejabat Pembuat Akta Tanah

1.Wajib pajak penerima hak menyiapkan dokumen Eenyhpksntckumtents

terkait penelitian SSPD-BPHTB. Wajib pajak kemudian dokumen terkait Surat Permohonan
mengajukan Formulir Permohonan Penelitian SSPD- penelitian SSPD-BPHTB PEfiElitian S5R0-
BPHTB yang dilampiri dengan SSPD-BPHTB lembar I ) ———]
1,2,3, dan 4, dan dokumen pendukung lainnya ke —Lemhar 1 ]
Fungsi Pelayanan. A el £ Lampiran

Surat Pendukung bembar 3 Pendukung Mengajukan data
2. Berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian ] Permohonan >_ terkait objek pajak

. . mnp Penelitian SSPD SSPD BPHTB

SSPD-BPHTB yang diterima, Fungsi Pelayanan

v

mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi

Pengolahan Data dan Informasi dengan oo Form pengajuan Form pengajuan Database objek
menggunakan Form Pengajuan Data. data T | data pajak
3. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi ;
menyediakan data terkait objek pajak dengan
membuka database objek pajak. Penelitian BPHTB Form pengajuan ::::;;p;gjl::t:ajak
< data #

4. Fungsi Pengolahan Data dan Informasi mengisi -
data objekk pajak pada Form Pengajuan Data. Fungsi v
Pengolahan Data & Informasi kemudian )
menyerahkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Z::;n(:f::]:,a)’uan
Pelayanan. w :’::L’:u”ns
5. Fungsi Pelayanan meneliti SSPD-BPHTB dan | Lembar 3 ]
lampirab-lampiran pendukung berdasarkan data Lembar3 < SSPD-BPHTB T?::Jj:,)an

{Lembar 4) Permohonan

objek pajak yang diterima darl Fungsi Pengolahan SSPD BPHTB

Data & Informasi

SSPD-
BPHTB

Penelitian SSPD
BPHTB (checkout)

6. Fungsi Pelayanan menandatangani SSPD-BPHTB . P
dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak. g
\V
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Lampiran V. Keputusan Walikota Serang

Nomor
Tanggal :
Prosedur Pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ke Kepala Kantor Pertanahan
Uraian Wajib Pajak Selaku Penerima Hak Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Kantor Bidang Pertanahan
1. Berdasarkan prosedur pembayaran dan Rsctisnel Dari prosedur
prosedur  penelitian, Wajib  Pajak I sabeldmiive

memerima SSPD BPHTB lembar 1,2, dan 3.
Wajib Pajak lalu memberikan SSPD BPHTB
lembar 2 dan 3 kepada PPAT.

(lembar 3)
SSPD BPHTB

Bukti Penerimaan SSP
Pasal 4 ayat (2)

{lembar 3)

2. Berdasarkan transaksi pembayaran PPh di
Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak juga
menyerahkan Bukti Penerimaan SSP Pasal

Akta Pemindahan
Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan

Bukti

SSPD BPHTB Penerimaan SSP

4 ayat (2) kepada PPAT. Pasal 4 ayat (2)
3. PPAT menyiapkan Akta Pemindahan Hak v \"1/_
Atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT ;
Menylapkan
kemudian menylapkan pengajuan
pengurusan Menyiapkan
pendaftaran hak atas tanah dan peralihan pendaftaran akta pengurusan
hak atas tanah. PPAT mengarsip SSPD pendaftaran Hak atas
BPHTB lembar 2. Tanah atau Peralihan

1

4. PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak

Atas Tanah dan/atau Bangunan, SSPD n v
BPHTB lembar 3, dan Bukti Penerl flermtars)
embar 3, dan Bu enerimaan e $5PD BPHTE (lembar 3)
SSP Pasal 4 ayat (2) kepada Kepala Kantor $5P Pasal 4 ayat (2) (lembar 2) $5PD BPHTB
Bidang Pertanahan. Bukti SSPD BPHTB Bukti Pener
g Penerimaan S5P S:P 9".::: ‘"y‘::(nz) L
Pasal 4 ayat (2
5. Kepala Kantor  Bidang Pertanahan asal 4 ayat (2) / Akta Pamindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan
menelaah pengajuan dan memperbaharul

daftar perolehan/peralihan hak atas atas
tanah. Kepala Kantor Bidang Pertanahan
mengarsipkan SSPD BPHTB lembar 3.

\/—

Arslp

6. Kepala Kantor Bidang Pertanahan
menyerahkan Akta Pemindahan Hak Atas

Tanah dan/atau Bangunan dan Bukti
Penerimaan SSP Pasal 4 ayat (2) kepada T ——
PPAT, SSP Pasal 4 ayat (2)

Akta Pemindahan Hak atas

7. PPAT menandatangani Akta Pemindahan —

Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT
kemudian menyerahkan Akta Pemindahan

Akta Pemindahan

Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Mak atas Tanah Menandatanganl
kepada Waljib Pajak. dan/atsu Bangunan dan/stau Bangunan

(lembar 3)

SSPD BPHTB

Bukti Penerimaan SSP Pasal 4
ayat (2)

Akta Pemindshan Hak atas

A 4

Tanah dan/atau Bangunan

\,‘/_

Menelaah pengajuandan
memperbaharui daftar
perolehan atau perlaihan Hak
atas Tanah

v v

Bukti Penerimaan {lembar 3)
SSPD BPHTB

Akta Pemindahan Hak atas

WALIKOTA SERANG
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Lampiran VI. Keputusan Walikota Serang

Nomor
Tanggal
Prosedur Pelaporan BPHTB
Uralan Bank Yang Di tunjuk Bendahara Penerimaan Pejabat Pembuat Akta Tanah Fungsi Pembukuan & Pelaporan
1. Berdasarkan SSPD- BPHTB lembar 5, Bank yang
Ditunjuk menerbitkan Nota Kredit atas penerimaan Dari prosedur 2 Dar| prosedur 2 Darl prosedur 4
BPHTB dari Wajib Pajak. (Prosedur Pembayaran (Prosedur Pembayaran (Prosedur Pendaftaran
BPHTB) BPHTB) Akta ke Kepala Kantor
2. Bank yang Ditunjuk menyerahkan Nota Kredit ke Bidang Pertanahan)
Bendahara Penerimaan. I L
3. Berdasarkan SSPD-BPHTB lembar 6, Bank yang * * i
Ditunjuk membuat Register SSPD-BPHTB. Artip SSPD-BPHTB SSPD-BPHTB SSPD-BPHTB SSPD-BPHTB SSPD-BPHTB
g (lembar 5) (lembar 6) (lembar 6) (lembar 6) (lembar 2)
4, Bank vyang Ditunjuk memberikan SSPD-BPHTB S e — K kT
lembar 6 dan Register SSPD-BPHTB ke Fungsi * * Tanah dan/atau Bangunan
Pembukuan dan Pelaporan. Menerbitkan Wasigtapkan ¥
. Nota Kredit atas Register SSPD-
5. Sementara itu, Bendahara Penerimaan menerima [ BPHTE Arsip Menyiapkan \/
SSPD-BPHTB lembar 5 dan lembar 6 atas peneimaan BHTB Reglster SSPD- *
pembayaran BPHTB secara tunal, BPHTB
Menylapkan Laporan
6. Bendahara penerimaan mencatat penerimaan dalam v | PanectaniAKGS
Buku Penerimaan & Penyetoran dan membuat *
Nota Kred R -
Register SSPD-BPHTB bedasarkan SSPD-BPHTB ore et ’ v B Sao
= Laporan Penerbitan Akta -
lembar 6. BPHTB (lembar 6) SPHT8 llembar 6 P A,B,C, & D dari Fungsi-fungsi yang lain
Pemindahan Hak atas
7. Bendahara Penerimaan kemudian menyerahkan Tanah dan/atau Bangunan
Register SSPD-BPHTB yang dilampiri dengan SSPD-

BPHTB  lembar 6 ke Fungsi Pembukuan dan

|
OO O ©

Pelaporan.
8. Sedangkan atas penerimaan Nota Kredt dari Bank Ke Fungsi Ke Fungsi L__'_._J +
yang ditunjuk, maka Bendahara Penerimaan Pembukuan & Pembukuan &
mencatat  penerimaan BPHTB  dalam  Buku Patannran Palanaran Ke Fungsi Register SSPD- Buku Laporan Penerbitan Akt
Penerimaan & Penyetran dan Reglster STS. PenbUkGAR & BPHTB SSPD- Penerimaan & :::.'.::::./:::. sz
L’ Palanaran BPHTB (lembar 6) Penyetoran Bangunan
9. Bendahara Penerimaan kemudianmenyerahkan Reglster STS
Buku Penerimaan dan Penyetoran beserta Register * \/‘
STS kepada Fungsi Pembukuan & Pelaporan,
Mencatatat dim Bukuy
10. PPAT menerima SSPD-BPHTB  lembar 2 dan Penarimasn &  Penyetoran
menylapkan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Sandahara Rensrimasn
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Menylapkan
Laporan Realisas|
11, PPAT memberikan Laporan Penerbitan Akta PAD

Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ke Buku
Fungsi Pembukuan & Pelaporan, Penerimaan &

L Realisasi
Penyetoran aporan Realjsasi

12, Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima dokumen o

berupa Register SSPD-BPHTB , SSPD-BPHTB lembar
6, Buku Penerimaan & Penyetoran, egister STS, dan
Lapoan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan.

Ke Fungsi
13. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan
Pembukuan & Pelaporan menyusun laporan realisasi
PAD
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Lampiran VII. Keputusan Walikota Serang
Nomor
Tanggal

PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(DPKD)
J1. Jenderal Sudirman No. 5 Serang, Banten Telp. (0254) 209027 Fax. (0254) 209072

Kepada Yth,
Nama

NOP
Alamat

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

NOP, NO & TANGGAL STPD Tanggal Jumlah
Jenis Pajak Tahun Pajak BPHTB/SKPD KURANG Jatuh Tempo Tunggakan
BAYAR/SKPDB KURANG BAYAR Pembayaran Pajak (Rp)
TAMBAHAN (*)
(*) Coret yang tidak periu Jumlah

(dengan huruf :

Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Kepala Daerah
Nomor ..... Tahun ......... Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara
agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu)

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera
melaporkan kepada kami.

PERHATIAN
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA Kepala DPKD
PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT Pemerintah Kota Serang

TEGURAN INI

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAKAN
PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN
PENERBITAN SURAT PAKSA.

NIP

Serang,
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Lampiran Vill. Walikota Serang

Nomor
Tanggal

Prosedur Pembayaran BPHTB oleh Penerima Hak Tanah dan/atau Bangunan

Uraian Wajib Pajak Fungsi Penagihan
Prosedu
Berdasarkan prosedur P::nbav;mn —
pembayarab BPHTB sebelumnya,
maka fungsi Penagihan
mengarsip SSPD-BPHTB  yang
telah dibayarkan oleh wajib
pajak.
Fungsi penagihan memeriksa
setiap SSPD BPHTB terutang yang
tidak/kurang bayar, salah (Sl ey vy
tulis,salah  hitung dan kena tidak/kurang dibayar salah
bunga/denda. “""{:f:;/’mm
Atas SSPD BPHTB terutang yang ‘
tidak/kurang dibayar, salah tulis, ——
salah hitung, dan kena yang tidak/kurang
bunga/denda maka  Fungsi dbavr —>
Penagihan menerbitkan Daftar \/r—‘_
SSPD-BPHTB yang tidak/kurang
dibayar, salah tulis, salah hitung, Menerbitkan STPD
dan kena bunga/denda. Fungsi BPHTE
penagihan kemudian mengarsip ‘
daftar tersebut. Lembar 2 ] (Lembar 1 L—\  Arsip
Lembar 1
Fungsi Penagihan menerbitkan SSPD-BPHTB -
STPD BPHTB berdasarkan daftar
SSPD BPHTB yang tidak.kurang ‘
dibayar, salah tulis, salah hitung, Mengirimkan surat
dan kena bunga/denda. Surat Tangihan BPHTB
tagihan BPHTB dicetak rankap 2. . * -
Fungsi penagihan menagarsip Lembar
Lembar 1

STPD BPHTB (Lembar 2) <IPD BPHTE \—ST—J
Fungsi peangihan mengirimkan L
STPD BPHTB (lembar 1) kepada " T

as " empe! arut
Waijib Pajak daftar STPD BPHTB
Fungsi Penagihan memperbarui ‘

. Menyampikan

Daftar STPD_ BPHTB atas setiap honan penelitian Daftar STPD
Surat Tagihan vyang telah SSPD-BPHTB ke DPPKAD BPHTB

dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Wajib  pajak  membayarkan
BPHTB terutang menurut STPD
BPHTB sesuai dengan prosedur
pembayaran BPHTB.

Serang,
WALIKOTA SERANG
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Lampiran IX. Keputusan Walikota Serang
Nomor

Tanggal :

Bagan Alir 2 : Penetapan SKPD Kurang Bayar / SKPD Kurang Bayar Tambahan untuk BPHTB

Uralan

Wajib Pajak

Fungsi Penagihan

. Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka
Fungsi Penagihan akan mengarsip SSPD BPHTB yang telah
dibayarkan oleh Wajib Pajak.

. Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah
bejangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib
Pajak. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang
yang tercantum dalam SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD
BPHTB vyang tenyata kurang bayar, Fungsi Penagihan
kemudian menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang kurang
dibayar.

. Fungsi Penagihan juga memeriksa setlap SKPD Kurang Bayar
yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak
diterbitkan. Fungsi Penaglhan memeriksa nilai BPHTB
terutang yang tecantum dalam SKPD Kurang Bayar tersebut.
Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Fungsi
Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar
yang masih kurang bayar.

. Bedasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan
menerbitkan SKPD Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKPD
Kurang Bayar Tambahan (rangkap 2).

. Fungsi Penaglhan mengarsipkan SKPD Kurang Bayar (lembar
2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 2).

. Fungsi Penaglhan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1)
dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 1 ) kepada Wajib
Pajak.

. Fungsl Penagihan memperbaharul Daftar SKPD Kurang Bayar
atas setiap SKPD Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada
Waljib Pajak.

. Fungsl Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar
Tambahan atas setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan yang
telah dikirimkan kepada Waljlb Pajak.

. Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar / SKPD Kurang
Bayar Tambahan dan membayarkan BPHTB terutang sesual
dengan prosedur pembayarn BPHTB.

Lembar 1

SKPD Kurang Baysr

DOrGAGATKAD SIP0 BPHTR dalam 41k wokty 3
thma) tahun semenjak dibayar wajib
pejak

Prosecur
Pembayaran
BPHTB

v

Memeriksa pajek terutang

Berdasarkan SKPD Kurang
Bayar dalam Jangka waktu §
(lima) tahun semenjak
diterbitkan

Menebitkan SKPD
Kurang Bayar

Lembar 2 SKPD

SKPD Kurang Bayar

yang kurang dibayar
Daftar SSPD BPHTS Daftar SKPD Kurang
yang kurang dibayar Baysr yong masih
kurang dibaysr
Menebitken SKPO Kurang

Baysr

2 |
Lembar 1 »] Llembar2 gopard
SKPD Kurang SKPD Kurang Bayar Tambahan

Mengirimkan Surat
SKPD Kurang Bayar
kepada Walib Paiak

Lembar 1

Lembar |

SKPD Kurang

Kurang Bayar Tambshan

Mengirimkan Surat SKPO
Kurang Bayar kepads Wajib
Pajak

Lombar 1

SKPO Kutang Bayar
Tambatan

"

Proses Pembayaran

mengikuti orosedur

dan lainnya

Mermparbaharui daftar
SKEN Ky irane Ravas

Daftar SKPD
Kurang Bayar

SKPD Kursng Bayar
Tambahan

Memperbaharu deftar Kk
Kurang Bavar Tambahan

Datar $KPD
Kurang Bayar
Tambahan
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Lampiran X. Keputusan Walikota Serang
Nomor
Tanggal

Bagan Alir 3 : Penetapan Surat Teguran

Uraian

Wajib Pajak

Fungsi Penagihan

©~Now

Berdasarkan prosedur penetapan Surat Tagihan BPHTB/SKPD
Kurang Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan :

Daftar STPD BPHTB

Daftar SKPD Kurang Bayar

Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan

Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan
memantau surat ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh
tempo.

Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan
menghubungi dan melakukan pendekatan persuasive kepada
Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang.

Setelah 7 (tujuh) harl sejak jatuh tempo, atas permintaan
penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh
Wajib Pajak yang disetujui, maka Fungsi Penagihan terus
melakukan pendekatan persuasive kepada Wajib Pajak agar
melunasi BPHTB yang masih terutang.

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan
penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh
Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Fungsi Penagihan
menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).

Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2).

Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1).

Wajib Pajak menerima Surat Teguran.

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas
setlap Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Lembar 1

Prosedur Penetapan STPD
BPHTB/SKPD Kurang Bayar/SKPD
Kurang Bayar Tambahan

Daftar STPD
BPHTB

A

Melakukan pendekatan secara

Daftar SKPD
Kurang Bayar

Daftar SKPD
Kurang Bayar
Tambahan

Ll persuasif kepada wajlb pajak

Parmintaan
penundsan/
pembayaran
pajak secara

Tidak Disegujul

Menerbitkan Surat Teguran

Lembar 2

Surat Teguran

Lembar 1
Surat Teguran

—

Daftar Surat
Teguran

Lembar 2
Surat Teguran
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